
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019  

TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  :   bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden 

Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan 

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                    

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398);  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                                 

Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012                     

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5318);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);  

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 

tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                  

Nomor 120 Tahun 2018; 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN 

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 

Nomor 25), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 8 

(1) Tambahan penghasilan berupa jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi : 

a. jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan; dan  

b. jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, yang meliputi : 

1. jaminan kecelakaan kerja;  

2. jaminan hari tua;  

3. jaminan pensiun; dan  

4. jaminan kematian.  

(2) Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan iuran 

pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, meliputi : 

a. iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan 

b. iuran yang ditanggung oleh Pegawai non ASN,  

yang diberikan dalam bentuk insentif dan dimasukkan ke dalam honorarium 

Pegawai non ASN. 

(3) Besaran iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 

iuran yang ditanggung oleh Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilaksanakan 

oleh Bendahara. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 

 Ditetapkan di  Sidoarjo 

 pada tanggal 28 Januari 2020 

 

         

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 28 Januari  2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
 
ttd 

  
 

ACHMAD ZAINI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 6 

 

 
NOREG PERBUP :  6 Tahun 2020 

WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 

ttd 
 

 

NUR AHMAD SYAIFUDDIN 

  

  


